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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Sleman 

pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah PAD dan total realisasi pendapatan daerah selama periode 2017 hingga 

2023, yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas PAD, analisis 

pertumbuhan PAD, analisis varians PAD, dan analisis kontribusi PAD terhadap 

total realisasi pendapatan daerah. 

Hasil  penelitian menunjukkan tingkat efektivitas PAD berada pada kategori 

“sangat efektif” setiap tahunnya, namun memiliki kecenderungan menurun. 

Sedangkan tingkat pertumbuhan PAD secara umum memiliki rasio positif dengan 

nilai rata-rata 7,67%, dan kecenderungan pertumbuhan mendatar. Nilai varians 

PAD, setiap tahun berhasil melebihi anggaran yang ditentukan atau memiliki rata-

rata selisih positif, sebesar Rp70.731.522.163,63. Nilai kontribusi PAD terhadap 

total pendapatan daerah, rata-rata sebesar 32.93% dengan kecenderungan bergerak 

mendatar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan pendapatan 

daerah yang perlu ditingkatkan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah. 

Pemerintah daerah disarankan untuk berusaha lebih keras dalam meningkatkan 

PAD melalui sektor pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lainnya. PAD yang 

semakin meningkat akan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih 

mandiri dalam membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan daerah, 

dikarenakan banyak daerah yang masih mengandalkan dana dari pemerintah 

pusat. Sebagai daerah otonom, harus memiliki kemampuan menggali dan 

mengelola sumber daya yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah.  

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan 

perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk modal dasar 

Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah 

untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Pendapatan 

asli daerah memiliki 4 sumber, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.  

Undang-undang tersebut merupakan pemberian kewenangan lebih besar 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola semua 

urusan pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan sumber daya yang dapat 

digunakan untuk membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi 

sumber daya tersebut. Tujuan dari undang-undang ini adalah  mendorong 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mereka.  

Menurut (Sidik, 2002) pajak daerah dan retribusi merupakan sumber 

pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
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pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan penghasilan paling banyak yang 

dihasilkan rata-rata pada suatu daerah khususnya Kabupaten Sleman. Pajak 

daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mulai tahun 2010 

ditetapkan menjadi pajak daerah.  

Pajak bumi dan bangunan P2 tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp83 miliar 

dengan SPPT PBB P2 sebanyak 627.729 lembar, namun realisasi 

pembayarannya sebesar Rp64 miliar dengan SPPT PBB P2 terbayar sebanyak 

522.850 lembar atau sebanyak 81,69%. Banyak masyarakat yang belum sadar 

akan pembayaran pajak kepada pemerintah atau mengesampingkan karena 

merasa pajak bukan hal utama untuk keberlangsungan hidupnya. Mungkin juga 

karena pemerintah kurang dalam memperhatikan dan kurang sosialisasi 

pentingnya pembayaran pajak untuk daerah.  

Meskipun begitu semakin banyaknya hotel, restoran, cafe, dan pusat 

perbelanjaan yang berkembang pesat di daerah Kabupaten Sleman membantu 

menghasilkan pajak yang semakin banyak pula. Pajak hotel dan BPHTB 

merupakan perolehan pajak daerah yang rata-rata menghasilkan pendapatan 

cukup banyak dibandingkan pajak daerah yang lain. Pada tahun 2023 pajak 

hotel mencapai Rp138.500.000.000 dan BPHTB mencapai Rp222.000.000.000. 

 Sedangkan retribusi pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasinya 

sebesar Rp57.632.637.863 namun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 

Rp40.971.519.904, walaupun mengalami penurunan tetapi realisasinya selalu 

melebihi anggaran yang ditentukan meskipun tidak sebanyak pajak daerah. 

Penurunan tersebut terjadi kemungkinan dikarenakan pada tahun 2020 terjadi 

pandemi Covid-19 yang menyebabkan wisata, pedagang kaki lima, jasa 

pelayanan umum, pasar atau toko, dan lain-lain tidak beroperasi akibat 

pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat. Setelah dilakukan vaksinasi, 

masyarakat mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan, 

dan mulai terlihat geliat ekonomi. Sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan 

ekonomi mengalami peningkatan, yaitu tumbuh sebesar 2,11%.  
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Tahun 2017 sampai 2023 mencakup dinamika yang penting, termasuk 

adanya pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, 

khususnya pada penerimaan daerah. Dalam kurun waktu tersebut Kabupaten 

Sleman mengalami berbagai perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan, 

serta tantangan eksternal yang turut mempengaruhi kinerja pendapatan asli 

daerah (PAD).  

Pada awal periode capaian PAD menunjukkan kecenderungan positif 

seiring meningkatnya aktivitas ekonomi daerah dan optimalisasi pengelolaan 

potensi lokal. Namun pada tahun 2019 hingga 2021 atau pertengahan periode, 

menghadapi tantangan dampak dari pandemi Covid-19, mengakibatkan kondisi 

ekonomi terguncang bahkan kurang stabil. Terjadinya perubahan situasi 

tersebut yang menuntut Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan 

penyesuaian dalam strategi pengelolaan keuangan.  

Dengan  menganalisis data dalam rentang waktu yang cukup panjang, 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih 

menyeluruh mengenai tren, tantangan dan efektifitas pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menyusun 

Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman Periode 2017-2023”. 

 

B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir  

Berdasarkan atas penjelasan latar belakang, maka kajian Tugas Akhir ini 

adalah mengenai realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman periode 

2017-2023. Dan berfokus pada, sebagai berikut:  

1. Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten 

Sleman periode 2017-2023.  

2. Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten 

Sleman periode 2017-2023.  

3. Varians pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 

2017-2023. 

4. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 

Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023. 
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C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir  

1. Mengetahui tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman periode 2017-2023. 

2. Mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan realisasi anggaran Pemerintah 

Kabupaten Sleman periode 2017-2023. 

3. Mengetahui varians pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman 

periode 2017-2023. 

4. Mengetahui berapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap 

pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023. 

 

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis  

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan dalam studi di 

Politeknik YKPN Yogyakarta, memberikan pengalaman dalam mengkaji 

serta meningkatkan kemampuan penulis  menganalisis data keuangan 

publik. 

2. Manfaat bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya khusunya yang berkaitan dengan keuangan daerah, dapat 

menjadi pembanding data dengan daerah lain atau tahun yang berbeda. 

3. Manfaat bagi pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

bagaimana pemerintah mengelola dana publik, memberikan gambaran 

objektif bagi masyarakat awam pengelolaan APBD. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA 

 

A. Pemerintah Daerah 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 6 

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Istilah Pemerintah daerah juga biasa 

disebut local goverment  seperti yang dikatakan (Jimung, 2005), bagian dari 

pemerintah suatu daerah suatu negara atau bangsa yang berdaulat, yang 

dibentuk secara politis oleh undang-undang yang dimiliki atau badan yang 

menjalankan pemerintahan lokal. Badan ini memiliki otoritas untuk 

membuat peraturan, memungut serta memberikan layanan kepada 

penduduk yang ada dalam kekuasaannya. 

 

2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah 

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah 

mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan 

kebijakan yang diteteapkan bersama dengan DPRD. 

b. Mengajukan rancangan perda. 

c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama 

DPRD. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan perdatentang APBD kepada 

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 

f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain-lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3. Hak Pemerintah Daerah 

Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah menegaskan adanya hak dalam menyelenggarakan otonomi yaitu: 

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 

b. Memilih pemimpin daerah. 

c. Mengelola aparatur daerah. 

d. Mengelola kekayaan daerah. 

e. Memungut pajak dan retribusi daerah. 

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya lain yang berada di daerah. 

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

4. Kewajiban Pemerintah Daerah 

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 2, Pemerintah Daerah 

memiliki kewajiban yaitu: 

a. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

b. Memegang teguh dan juga mengamalkan pancasila. 

c. Melaksanakan UUD RI 1945 serta dapat memelihara keutuhan 

NKRI. 

d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

e. Membentuk dan menerapkan peraturan prundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya. 

f. Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan 

juga seluruh perangkat daerah. 

g. Menerapkan suatu prinsip tata pemerintahan yang bermanfaat bagi 

seluruh warganya yaitu pemerintahan daerah yang baik dan bersih. 
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h. Menjaga etika dan norma dalam setiap pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang merupakan kewenangan bagi daerah. 

i. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan.   

 

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Pengertian PAD 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari 

sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh (Purwanti & Dewi, 2014) beliau memaparkan bahwa, 

pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang dihitung sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih selama periode tahun yang 

bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD 

merupakan pendapatan yang bersumber dari: 

a. Pajak daerah. 

b. Retribusi daerah. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

d. Lain-lain PAD yang sah. 

PAD berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah, 

dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah 

pusat. PAD mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menggali dan 

mengelola potensi ekonomi lokal suatu daerah. 

 

2. Tujuan dan Manfaat PAD 

PAD bertujuan untuk memberikan daerah kemampuan untuk 

membiayai kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri. Manfaat dari 

optimalisasi PAD antara lain: 

a. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah. 

b. Meningkatkan pelayanan publik. 

c. Mempercepat pembangunan daerah. 

d. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 
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e. Memberikan dukungan kepada masyarakat lokal. 

 

3. Komponen PAD 

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber 

ekonomi asli atau pajak. Ini juga merupakan kontribusi wajib individu 

maupun organisasi kepada daerah tanpa imbalan langsung, dan 

digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Pajak yang 

dikenakan oleh daerah meliputi sebagai berikut:  

1) Pajak hotel. 

2) Pajak restoran. 

3) Pajak hiburan. 

4) Pajak reklame. 

5) Pajak penerangan jalan. 

6) Pajak parkir. 

7) Pajak air tanah. 

8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2). 

 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau izin tertentu. Jenis retribusi antara lain:  

1) Retribusi Jasa Umum: Misalnya pelayanan kesehatan dan 

kebersihan. 

2) Retribusi Jasa Usaha: Misalnya penyewaan sarana milik daerah. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu: Misalnya izin pendirian bangunan 

(IMB), izin usaha tertentu. 

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Ini mencakup pendapatan yang berasal dari penyertaan modal 

pemerintah daerah pada usaha milik daerah (BUMD), seperti dividen 

atau keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh BUMD. 
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d. Lain-lain PAD yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan 

yang diperoleh pemerintah daerah dari aset lain yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Pendapatan tersebut merupakan sebagai berikut: 

1) Bunga deposito. 

2) Keuntungan selisih kurs. 

3) Penjualan aset daerah. 

4)  Denda atau sanksi administratif. 

5) Pendapatan dari kerjasama daerah. 

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD  

Banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Beberapa diantaranya adalah:  

a. Potensi ekonomi daerah: semakin tinggi aktivitas ekonomi, semakin 

besar potensi PAD.  

b. Kebijakan fiskal dan perpajakan daerah: sistem pemungutan dan 

tarif pajak yang efektif.  

c. Kualitas SDM pengelola keuangan daerah: profesionalisme dan 

integritas aparatur sangat penting.  

d. Infrastruktur pendukung: seperti transportasi, pariwisata, dan 

teknologi informasi.  

e. Stabilitas sosial dan politik daerah: daerah yang ramah lingkungan 

biasanya memiliki PAD yang tinggi.  

f. Kondisi eksternal global dan nasional: seperti pandemi, inflasi, atau 

krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD. 

 

C. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Rasio-rasio keuangan adalah alat yang diperlukan untuk menilai kinerja 

pendapatan daerah secara objektif. Rasio-rasio ini membantu menganalisis 

sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola potensi pendapatan, 

menentukan tingkat efektivitas, serta menentukan tingkat pertumbuhan 
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pendapatan yang dicapai. Beberapa rasio yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Analisis Efektivitas PAD 

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan terget pendapatan asli daerah (PAD) yang 

direncanakan dibandingkan dengan anggaran telah ditetapkan. Semakin 

tinggi nilai efektivitas, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan potensi PAD yang telah dirancang.  

Efektivitas juga mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja pemerintah 

daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari 

wilayahnya sen   diri. Dengan demikian, analisis ini penting dalam menilai 

sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan fungsi pengelolaan 

keuangan secara optimal dan profesional.  

 

2. Rasio Tingkat Pertumbuhan PAD 

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama 

beberapa periode (Halim, 2012). Tingkat pertumbuhan PAD berguna untuk 

mengetahui seberapa besar pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam 

meningkatkan jumlah pendapatan yang bersumber dari potensi lokal secara 

berkelanjutan. Pertumbuhan PAD yang positif mengindikasi adanya upaya 

dan strategi yang efektif dalam peningkatan penerimaan daerah.  

 

3. Varians PAD 

Varians pendapatan adalah selisih antara target yang ditetapkan dengan 

realisasi pendapatan yang diperoleh, varians ini dapat bersifat positif 

ataupun negatif. Varians positif terjadi apabila realisasi PAD melebihi target 

yang telah direncanakan.  

Varians pendapatan dapat menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi 

keakuratan perencanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 
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Evaluasi atas varians pendapatan juga dapat memberikan gambaran tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara target dan 

realisasi PAD, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, maupun 

kendala teknis di lapangan. 

Pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja pendapatan yang baik jika 

mereka dapat menghasilkan pendapatan lebih banyak daripada yang 

dianggarkan. Sebaliknya jika mereka menghasilkan pendapatan lebih 

sedikit daripada yang dianggarkan, maka kinerja mereka dianggap kurang 

baik. Menurut (Mahmudi, 2016), selisih lebih pendapatan merupakan 

selisih  yang diharapkan (favorable variance), sedangkan selisih kurang 

merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavorable variance).  

 

4. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan 

tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD, 

maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian sumber pendanaan, dan 

semakin kecil ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. 

Tingkat kontribusi PAD juga menggambarkan sejauh mana pemerintah 

daerah mampu memaksimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber 

pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dengan demikian, 

indikator ini menjadi penting dalam mengukur kapasitas fiskal daerah dalam 

mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya. Peningkatan kontribusi 

PAD merupakan salah satu tujuan utama dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang sehat dan berkelanjutan. 
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BAB III 

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah kuantitatif. 

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang berkaitan dengan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman periode 2017 hingga 2023 

dan menguraikan perkembangan, efektivitas, pertumbuhan, serta kontribusi 

PAD terhadap pendapatan daerah secara rinci. Dalam penelitian ini, pendekatan 

kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berbentuk angka dan diolah 

dengan metode statistik sederhana seperti perhitungan persentase, rasio dan 

tingkat pertumbuhan. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, 

khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berperan sebagai 

pihak pengelola pendapatan daerah. Subjek penelitian merupakan pihak yang 

terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pelaporan pendapatan asli 

daerah.  

Adapun objek penelitian adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sleman tahun 2017-2023 yang meliputi:  

1. Pajak Daerah.  

2. Retribusi Daerah.  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.  

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data ordinal dan data 

rasio. Data ordinal merupakan data mentah yang berwujud nilai dalam rupiah 

yang ada pada laporan realisasi anggaran. Data ordinal tersebut diolah menjadi 

data rasio menggunakan rumus yang sudah ditentukan menjadi bentuk 

persentase dan akan disajikan dalam bentuk grafik. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2018). Data sekunder berfungsi untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan oleh data primer. Sumber data yang digunakan dalam Tugas Akhir 

ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017 

hingga 2023, yang diperoleh melalui laman web Badan Keuangan Dan Aset 

Daerah Kabupaten Sleman https://bkad.slemankab.go.id/laporan-realisasi-

anggaran/.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data 

(Sugiyono, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten 

Sleman yang terdapat pada laman web Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sleman https://bkad.slemankab.go.id/laporan-realisasi-

anggaran/.  

 

E. Metode Analisis 

1. Analisis Efektivitas PAD 

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pemerintah daerah dalam mencapai target PAD dibandingkan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka 

semakin baik kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD (Halim & 

Kusufi, 2012).  

 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 (𝑛)

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 (𝑛)
 𝑥 100 

Sumber: (Mahmudi, 2016)  
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Keterangan: 

Realisasi PAD adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh 

pemerintah daerah dari sumber-sumber PAD dalam periode tertentu. 

Anggaran PAD adalah rencana atau estimasi yang diharapkan dapat 

diperoleh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.  

 

Tabel 1. Kriteria pengukuran efektivitas 

Kemampuan Keuangan Analisis Efektivitas (%) 

Sangat efektif >100 

Efektif 100 

Cukup efektif 90-99 

Kurang efektif 75-89 

Tidak efektif <75 

Sumber: (Mahmudi, 2016)  

 

2. Analisis Pertumbuhan PAD 

Analisis pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengetahui kinerja 

keuangan pada pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan mengalami pertumbuhan yang postif (membaik) atau negatif 

(menurun) daripada tahun sebelumnya (Hakim, 2018). 

 

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛

=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷(𝑋𝑛) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷(𝑋𝑛 − 1)

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 (𝑋𝑛 − 1)
 𝑥 100 

Sumber: (Liantino, 2018) 

 

Keterangan: 

Realisasi PAD (Xn) adalah jumlah pendapatan asli daerah yang benar benar 

diterima pada suatu tahun atau tahun berjalan. 

Realisasi PAD (Xn-1) adalah jumlah pendapatan asli daerah yang benar-

benar diterima pada tahun anggaran sebelumnya. 
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3. Analisis Varians PAD  

Analisis varians umumnya digunakan untuk menganalisis laporan 

realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi perbedaan antara 

anggaran dan realisasi (Mahmudi, 2016). Evaluasi atas varians pendapatan 

juga dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi PAD, seperti 

perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, maupun kendala teknis di lapangan. 

Selisih lebih pendapatan merupakan selisih  yang diharapkan dapat disebut 

(favorable variance), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang 

tidak diharapkan (unfavorable variance) (Mahmudi, 2016).  

 

 Rumus yang digunakan sebagai berikut:  

Varians Pendapatan = Realisasi PAD (n) – Anggaran PAD (n) 

Sumber: (Mahmudi, 2016) 

Keterangan:  

Realisasi PAD adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh 

pemerintah daerah dari sumber-sumber PAD dalam periode tertentu. 

Anggaran PAD adalah rencana atau estimasi yang diharapkan dapat 

diperoleh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.  

 

4. Analisis Kontribusi PAD  

Rasio kontribusi PAD digunakan untuk mengetahui besar kecilnya 

peran PAD dalam struktur pendapatan daerah. Semakin besar 

kontribusinya, semakin mandiri daerah tersebut (Mahmudi, 2016). 

 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 (𝑛)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑛)
 𝑥 100 

Sumber: (Mardiasmo, 2018) 

Keterangan: 

Realisasi PAD adalah total pendapatan asli daerah yang benar-benar 

diterima. 

Total pendapatan daerah adalah jumlah dari semua komponen pendapatan, 

yaitu PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.  
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sleman 

1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Sleman  

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten atau kota 

yang berada di wilayah kota Yogyakarta. Sebagai bagian dari wilayah 

istimewa, Sleman tidak hanya memiliki sejarah panjang dari sisi 

kebudayaan dan pemerintahan, tetapi juga dalam konteks pengelolaan 

keuangan daerah yang terus berkembang dari masa ke masa.  

Secara historis wilayah ini memiliki sejarah yang kuat sejak kerajaan 

Mataram Islam berkembang pada abad ke-16. Meskipun sistem pengelolaan 

keuangan daerah pada saat itu masih tradisional dan kurang canggih, 

keberadaan kerajaan ini menjadi awal terbentuknya sistem pemerintahan 

lokal yang terorganisir. Keuangan kerajaan pada masa itu berasal dari upeti, 

pajak hasil bumi, dan iuran masyarakat sebagai bentuk loyalitas terhadap 

raja. Dikemudian hari, sistem ini menjadi cikal bakal pengelolaan keuangan 

daerah meskipun masih tradisional.  

Setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, wilayah kerajaan Mataram 

dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu kesultanan Yogyakarta dan kasunanan 

Surakarta, Sleman masuk ke dalam wilayah kesultanan Yogyakarta. Sejak 

saat itu, Sleman menjadi bagian dari pemerintahan tradisional yang tetap 

ada hingga saat ini berkat keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

pengolaan wilayah termasuk bagian keuangan mulai berkembang dalam 

struktur pemerintahan kesultanan. Beberapa wilayah diatur secara 

administratif oleh pejabat-pejabat lokal, yang bertanggung jawab atas 

pengumpulan hasil bumi, perindustrian kembali sumber daya, dan 

pengumpulan pajak lokal.   

Pengelolaan wilayah Sleman mengalami perubahan besar selama era 

kolonial Belanda, dengan menciptakan wilayah afdeling dan kawedanan, 

yaitu wilayah dengan struktur pemerintahan sendiri, pemerintah kolonial 

memperkenalkan sistem administrasi modern. Sistem ini memulai 



 

17 
 

pengelolaan wilayah Sleman dengan pendekatan administratif yang lebih 

terorganisir. Di masa ini,  pemerintah kolonial mulai menerapkan sistem 

pengelolaan keuangan daerah, meskipun pada awalnya lebih ditujukan 

untuk kepentingan penjajah. Saat itu, penerimaan dan pengeluaran wilayah 

belum bergantung pada anggaran publik seperti yang digunakan  sekarang. 

Sebaliknya, sudah dikenalkan sistem untuk mengumpulkan pajak dan iuran 

masyarakat lokal secara terstruktur. 

Setelah Indonesia  merdeka, pemerintah pusat membentuk sistem 

pemerintahan yang lebih formal dan mandiri di tingkat lokal. Kabupaten 

Sleman resmi dibentuk dan ditetapkan sebagai daerah tingkat II berdasarkan 

Undang-Undang No 15 tahun 1950, yang mengatur pembentukan 

kabupaten-kabupaten di wilayah DIY. Sejak saat itu, Sleman memiliki 

struktur pemerintahan sendiri. Setelah terbentuknya pemerintahan 

kabupaten, Sleman mulai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah. Awalnya, 

struktur APBD masih sangat sederhana dan sebagian besar dananya 

bersumber dari pemerintah pusat. 

Perkembangan sistem keuangan daerah di kabupaten Sleman 

mengalami perubahan yang besar seiring diberlakukannya kebijakan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, khususnya sejak diberlakukannya 

UU No 22 Tahun 1999, kemudian berubah menjadi UU No 32 tahun 2004 

dan terakhir menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 

Pemerintah kabupaten Sleman diberikan kewenangan yang lebih luas untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan melalui kebijakan 

tersebut, termasuk dalam hal keuangan. 

Dengan adanya otonomi daerah, kabupaten Sleman mulai fokus 

menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, 

seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, 

serta pendapatan sah lainnya. Sejak saat itu, pemerintah kabupaten Sleman 

aktif mengambangkan bebagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas 

fiskalnya. Upaya ini bertujuan agar daerah tidak terlalu bergantung pada 

dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) 
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atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan PAD juga menjadi 

indikator kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam membiayai 

program pembangunan.  

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah kabupaten Sleman 

terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan melalui 

penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang mencakup akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai 

inovasi sistem penganggaran, seperti penggunaan sistem informasi 

keuangan daerah (SKID), e-budgeting, dan pelaporan berbasis akrual sesuai 

standar akuntansi pemerintahan. 

Pemerintah Sleman juga terus memperbaiki mekanisme perencanaan 

dan pengawasan anggaran melalui penguatan peran Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset daerah (BPKAD), serta koordinasi dengan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Program-program yang 

didanai oleh APBD pun diarahkan untuk mendukung pembangunan lokal, 

pengingkatan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini 

juga dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah secara 

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 

Sleman. 

 

2. Lambang Daerah Kabupaten Sleman 

Gambar 1. Lambang Daerah Kabupaten Sleman 

 

Sumber: https://slemankab.go.id 

 

Dasar lambang: 

a. Pancasila 
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b. Kekayaan alam 

c. Kebudayaan 

 

Warna pada Lambang Kabupaten Sleman: 

a. Kuning  : Keluhuran. 

b. Kuning keemasan : Keemasan/Kejayaan. 

c. Merah  : Keberanian. 

d. Putih  : Kesucian. 

e. Biru tua  : Kesetiaan. 

f. Biru muda  : Cita-cita. 

g. Hijau  : Kemakmuran. 

h. Hitam  : Keabadian. 

 

Lukisan lambang kabupaten Sleman memiliki makna berikut ini: 

a. Bentuk segi empat, melambangkan prasaja dan kekuatan. 

b. Bintang sudut lima dengan warna kuning emas, merupakan lambang 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pancasila. 

c. Perisai bentuk segi lima, melambangkan persatuan dan kesatuan sebagai 

dasar untuk menyempurnakan masyarakat. 

d. Gunung Merapi, melambangkan kemegahan daerah kabupaten Sleman 

dan berdiri tegak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan 

sosial dengan berdasarkan pancasila. 

e. Candi Prambanan, melambangkan tingginya kebudayaan daerah 

Kabupaten Sleman yang mengandung arti gotong-royong dalam menuju 

kejayaan. 

f. Sinar dengan jari-jari masing-masing lima, menggambarkan 

kecemerlangan bagi daerah Sleman sepanjang masa. 

g. Tiga gelombang menggambarkan tiga sungai, yang melambangkan 

kemakmuran dalam mempertinggi pangan dan sandang di daerah 

kabupaten Sleman. kali Krasak, mengalir di sebelah barat laut, kali 

Kuning dibagian tengah dan kali Opak di sebelah timur daerah 

kabupaten Sleman. 
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h. Lukisan batang padi dan kapas disamping, melambangkan pangan dan 

sandang, juga melukiskan tanggal dan tahun pindahnya pemerintah 

kabupaten Sleman dari ibukota darurat di Ambarukmo ke Beran. Empat 

buah kapas melambangkan tanggal empat, tujuh buah bulir padi 

melambangkan bulan tujuh atau Juli. Enam daun kapas dan empat 

lembar daun padi melambangkan tahun 64, dengan surya sengkolo: 

catur rasa trus manunggal (1964). 

i. Semua yang berbentuk dan berbilangan melambangkan Pancasila. Kata 

Sleman, ditulis di atas warna kuning emas, melambangkan keagungan 

dan keemasan bagi daerah kabupaten Sleman. 

 

3. Visi dan Misi Kabupaten Sleman 

Visi  

“Membangun Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil Makmur, 

Lestasi dan Berkeadaban” 

Misi 

a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan 

berkepribadian melalui sektor pendidikan dan pelatihan. 

b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, guna menjamin 

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

c. Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup 

yang berkelanjutan. 

d. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui sektor pertanian, 

UMKM, periwisata, serta sektor ekonomi inklusif dan kreatif. 

e. Mewujudkan reformasi birokrasi bebeas korupsi, kolusi dan nepotisme, 

serta menjunjung tinggi tegaknya hukum demi menjamin hak-hak 

rakyat. 

f. Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan 

keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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B. Hasil Perhitungan dan Pembahasan 

1. Data Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2017-2023  

Tabel 1. Data Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2017-2023 

Keterangan Tahun Anggaran PAD Realisasi PAD

t-1 2016 648.841.915.155,32 717.151.176.028,57

t0 2017 718.151.492.310 825.637.751.681,82

t+1 2018 821.071.767.742,63 894.272.962.557,85

t+2 2019 903.278.920.723,56 972.049.575.206,45

t+3 2020 676.743.940.021,93 788.264.742.472,73

t+4 2021 770.675.023.451 803.679.358.719,08

t+5 2022 1.031.150.840.396 1.061.064.803.656

t+6 2023 1.088.934.414.744 1.130.157.860.240,59  
Sumber: https://bkad.slemankab.go.id 

 

2. Data Total Pendapatan Tahun 2017-2023 

Tabel 2. Data Total Pendapatan Tahun 2017-2023  

Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan

2017 2.547.479.046.978,03 2.615.515.097.398,98

2018 2.641.398.020.269,28 2.712.794.080.456,21

2019 2.779.380.276.199,62 2.840.636.285.803,45

2020 2.538.365.663.110,00 2.541.050.870.612,73

2021 2.697.335.484.658,00 2.793.328.384.634,58

2022 2.973.745.538.756,00 3.005.980.155.062,84

2023 3.020.272.439.303 3.083.612.992.324,47  
Sumber: https://bkad.slemankab.go.id 

 

3. Analisis Efektivitas PAD 

 𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 (𝑛)

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 (𝑛)
 𝑥 100  

 

Rumus perhitungan di atas menggunakan data yang diketahui pada Tabel 1. 

Maka perhitungan dilakukan seperti dibawah ini:  

2017  = 
825.637.751.681,82

718.151.492.310
 x 100  

 = 1,14967 x 100 

= 114,96 %  

2018 = 
894.727.962.557,85

821.071.767.742,63
 x 100  
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 = 1,08970 x 100 

= 108,97 %  

Perhitungan berlanjut hingga tahun terakhir yaitu 2023 sebagai berikut:  

2023  = 
1.130.157.860.240,59

1.088.934.414.744
 x 100  

 = 1,03785 x 100 

= 103,78 %  

Sehingga hasil nilai efektivitas PAD tahun 2017 hingga tahun 2023 seperti 

Tabel 3 berikut ini:  

Tabel 3. Hasil Analisis Efektivitas PAD tahun 2017-2023 

Anggaran PAD Realisasi PAD Rasio

(Rp) (Rp)  (%)

2017 718.151.492.310 825.637.751.681,82 114,97 Sangat Efektif

2018 821.071.767.742,63 894.272.962.557,85 108,92 Sangat Efektif

2019 903.278.920.723,56 972.049.575.206,45 107,61 Sangat Efektif

2020 676.743.940.021,93 788.264.742.472,73 116,48 Sangat Efektif

2021 770.675.023.451 803.679.358.719,08 104,28 Sangat Efektif

2022 1.031.150.840.396 1.061.064.803.656 102,90 Sangat Efektif

2023 1.088.934.414.744 1.130.157.860.240,59 103,79 Sangat Efektif

Tahun Kriteria

 
Sumber: Data diolah penulis, 2025 

 

Hasil dari perhitungan analisis efektivitas, akan ditampilkan dalam bentuk 

grafik untuk membandingkan  efektivitas PAD tiap tahunnya yang dapat,  

dilihat pada Grafik 1 berikut. 

 

Grafik 1. Efektivitas PAD 
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Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dapat dilihat bahwa 

tingkat efektivitas pendapatan asli daerah periode 2017 hingga 2023 

menunjukkan kriteria yang kurang memuaskan, meskipun secara umum 

masih berada pada kategori sangat efektif dengan rasio diatas 100%. 

Namun, dilihat dari grafik diatas terdapat kecenderungan penurunan 

efektivitas dari waktu ke waktu. 

Pada tahun 2017, efektivitas PAD mencapai 114,97% yang 

menunjukkan bahwa realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan. 

Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dalam pemungutan pajak dan 

retribusi daerah, serta kemungkinan adanya perencanaan anggaran yang 

konsevatif. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan efektivitas 

masing-masing menjadi 108,92% dan 107,61%. Penurunan ini meskipun 

relatif kecil, mengindikasi bahwa target PAD mulai dinaikkan, namun 

realisasinya belum meningkat secara proporsional. 

Rasio efektivitas paling tinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 

116,48%, hal ini menandakan pemerintah kabupaten Sleman mampu 

melalui tantangan yang ada pada saat itu terbukti berhasil mencapai bahkan 

melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Meskipun pada kenyataannya 

anggaran tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

dikarenakan penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19. Pada Perda 

No 5 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, dilaporkan bahwa anggaran tahun 2020 terjadi penyesuaian, 

penyesuian tersebut menurunkan anggaran yang awalnya sebesar 

Rp944.481.898.316,49 menjadi Rp676.743.940.021,93 untuk 

menyesuaikan kondisi ekonomi, sementara realisasi PAD masih relatif 

terjaga. Artinya pemerintah daerah peka terhadap tantangan yang sedang 

dihadapi saat itu mempengaruhi ekonomi di wilayahnya sehingga 

diperlukan penyesuaian tersebut. 

Setelah itu, rasio efektivitas tahun 2021 terjadi penurunan yang 

cukup tajam ke angka 104,28%. Penurunan ini disebabkan oleh dampak 

lanjutan dari pandemi terhadap ekonomi lokal. Terutama terhadap sektor-

sektor andalan PAD seperti pariwisata, pajak hotel, restoran, hiburan, dan 
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sektor perdagangan. Pemulihan ekonomi lokal belum sepenuhnya pulih, dan 

hal ini turut mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai 

target PAD. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menaikkan kembali target 

PAD sebagai bentuk optimisme pemulihan ekonomi. 

Efektivitas PAD kembali menurun ke angka 102,90% pada tahun 

2022. Meskipun angka ini masih diatas 100%, menunjukkan bahwa 

pemulihan ekonomi berjalan lambat. Anggaran PAD mungkin kembali 

meningkat untuk mendukung pembiayaan belanja daerah yang meningkat 

pasca pandemi, namun realisasinya masih belum cukup signifikan. Faktor 

lain yang turut mempengaruhi adalah perubahan perilaku ekonomi 

masyarakat yang masih beradaptasi dengan kondisi normal yang baru. 

Terakhir tahun 2023, memiliki rasio sebesar 103,79%. Pada tahun 

ini rasio efektivitas mulai naik dibandingkan tahun 2022 meskipun hanya 

sedikit, yaitu sebesar 0,89%. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemulihan 

ekonomi dan kapasitas fiskal pemerintah yang mulai menunjukkan hasil, 

meskipun belum kembali ke tingkat efektivitas seperti awal periode. 

Secara keseluruhan, PAD kabupaten Sleman masih efektif berada 

diatas 100%, tetapi ada trend penuruna perlu mendapat perhatian. 

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kembali strategi mereka 

untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak, serta 

memaksimalkan potensi lokal. Selain itu, agar tidak terlalu optimis namun 

dapat tetap dapat dicapai, anggaran PAD harus disusun dengan 

mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini dan daya bayar masyarakat.  

 

4. Analisis Pertumbuhan PAD 

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛

=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷(𝑋𝑛) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷(𝑋𝑛 − 1)

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 (𝑋𝑛 − 1)
 𝑥 100 

 

Rumus perhitungan di atas menggunakan data yang diketahui pada Tabel 1. 

Maka perhitungan dilakukan sebagai berikut: 

2017  = 
825.637.751.681,82−717.151.176.082,57

717.151.176.082,57
 x 100 
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= 
108.486.575.599,25

717.151.176.082,57
 x 100 

= 15,13% 

2018  = 
894.272.962.557,85−825.637.751.681,82

825.637.751.681,82
 x 100 

 = 
68.635.210.876,03

825.637.751.681,82
 x 100 

= 8,31% 

Perhitungan terus berlanjut hingga tahun terakhir 2023 sebagai berikut: 

2023  = 
 1.130.157.860.240,59−1.061.064.803.565

1.061.064.803.565
 x 100 

 = 
69.093.056.675,59

1.061.064.803.565
 x 100 

= 6,51% 

Sehingga hasil nilai pertumbuhan PAD tahun 2017 hingga tahun 2023 

seperti Tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4. Hasil Analisis Pertumbuhan PAD tahun 2017-2023 

Realisasi PAD Realisasi PAD Rasio 

Xn Xn-1 (%)

2017 825.637.751.681,82 717.151.176.028,57 15,13 Positif

2018 894.272.962.557,85 825.637.751.681,82 8,31 Positif

2019 972.049.575.206,45 894.272.962.557,85 8,70 Positif

2020 788.264.742.472,73 972.049.575.206,45 -18,91 Negatif

2021 803.679.358.719,08 788.264.742.472,73 1,96 Positif

2022 1.061.064.803.656 803.679.358.719,08 32,03 Positif

2023 1.130.157.860.240,59 1.061.064.803.656 6,51 Positif

Rata-rata 7,67 Positif

Tahun Kriteria

 
Sumber: Data diolah penulis, 2025 

 

Hasil dari perhitungan analisis pertumbuhan PAD di atas akan disajikan 

dalam bentuk grafik untuk melihat naik turunnya pertumbuhan PAD setiap 

tahun, pada Grafik 2 dibawah. 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Grafik 2. Pertumbuhan PAD  
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Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, pertumbuhan pendapatan 

asli daerah Kabupaten Sleman periode tahun 2017 hingga tahun 2023 dalam 

kriteria positif dengan rata-rata rasio 7,67%.  Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten Sleman dalam keadaan baik 

pada masa periode tersebut. Grafik yang dihasilkan dari data tersebut 

menunjukkan kecenderungan pertumbuhan  mendatar, yang berarti 

pertumbuhan PAD tidak menunjukkan kenaikan secara konsisten. Grafik 

tidak membentuk trend naik yang kuat karena fluktuasi tajam, pertumbuhan 

rendah, dan penurunan drastis pada beberapa tahun. 

Pada tahun 2017, PAD mengalami pertumbuhan sebesar 15,31%. 

Pertumbuhan ini menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang cukup baik 

dan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari 

sektor-sektor utama, seperti pajak daerah dan retribusi. Peningkatan ini juga 

bisa dikaitkan dengan upaya awal untuk meningkatkan pemungutan pajak 

dan meningkatan pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan 

penerimaan PAD. 

Tahun 2018 pertumbuhan PAD mengalami penurunan menjadi 

8,31% meskipun masih positif. Penurunan ini menunjukkan bahwa 

peningkatan PAD tidak sebesar tahun sebelumnya. Ini dapat disebabkan 

oleh meningkatnya biaya operasional yang tidak diimbangi dengan 

kenaikan pendapatan, serta kurangnya terobosan baru dalam penggalian 

sumber PAD. 
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Tahun 2019 pertumbuhan PAD sedikit meningkat menjadi 8,70%. 

Kenaikan ini relatif stabil dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

memiliki kemampuan untuk menjaga pertumbuhan meskipun dalam skala 

terbatas. Namun demikian, tidak  adanya peningkatan menunjukkan bahwa 

sumber ekonomi PAD belum berkembang secara signifikan. 

Pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami 

penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya, dengan kriteria 

“negatif” dan memiliki rasio -18,91%. Pada tahun sebelumnya meskipun 

angkanya tidak terlalu tinggi namun masih dalam kriteria yang “positif”, 

penurunan angka ini dianggap sangatlah memprihatinkan. Pandemi Covid-

19 mungkin yang menyebabkan penurunan drastis ini, yang mengakibatkan 

penurunan aktivitas ekonomi yang drastis pula. Karena mobilitas 

masyarakat pada saat itu dibatasi. Pembatasan aktivitas masyarakat 

mengakibatkan penurunan daya beli, serta berhentinya sebagian sektor 

pariwisata dan jasa menyebabkan penurunan tajam pada sumber-sumber 

PAD, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi pasar. Secara 

nasional PAD daerah mengalami tekanan besar selama pandemi karena 

penurunan aktivitas ekonomi (Kurniati, 2021). Penurunan ini 

mencerminkan kerentanan struktur PAD Sleman terhadap gangguan 

ekonomi makro.  

Berikutnya tahun 2021, sudah mulai terlihat ada pergerakan 

ekonomi. Pada tahun ini rasio pertumbuhan mulai naik ke kriteria positif 

dengan angka 1,96%. Meskipun hanya sedikit, namun hal ini sudah sangat 

lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 

minus. Hal ini mungkin disebabkan belum pulihnya seluruh sektor 

ekonomi, serta adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan pelaku 

usaha pasca pandemi. Sesuai dengan pandangan (Sutrisno, 2021), bahwa 

pemulihan ekonomi daerah memerlukan waktu adaptasi terhadap kebiasaan 

baru dan keterbatasan anggaran. 

Selanjutnya adalah tahun 2022 yang dimana pada tahun ini adalah 

kebalikan dari tahun 2020. Pada tahun ini pertumbuhan pendapatan asli 

daerah melambung tinggi mencapai kriteria positif dan memiliki angka rasio 
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32,03%. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan sebagaian besar sektor 

ekonomi yang sangat baik setelah melalui tantangan eksternal yang sangat 

sulit pada waktu itu, terutama  sektor pariwisata dan perdagangan. 

Terakhir tahun 2023, pertumbuhan PAD kembali melambat menjadi 

6,51%. Penurunan ini bisa dapat dianggap sebagai kembali ke tingkat 

normal setelah lonjakan tinggi tahun sebelumnya. Meski demikian, angka 

ini menunjukkan bahwa upaya baru diperlukan untuk mempertahankan atau 

meningkatkan pertumbuhan PAD, terutama mengingat struktur ekonomi 

yang terus berubah dan keterbatasan fiskal di daerah.  

 

5. Analisis Varians PAD 

Varians Pendapatan = Realisasi PAD (n) – Anggaran PAD (n) 

Rumus perhitungan diatas menggunakan data yang diketahui pada Tabel 1. 

Maka dilakukan perhitungan seperti berikut ini: 

2017  = 825.637.751.681,82 − 718.151.492.310 

= 107.486.259.371,82  

2018  = 894.272.962.557,85 − 821.071.767.742,63 

= 73.201.194.815,22 

Perhitungan berlanjut hingga tahun terakhir yaitu tahun 2023.  

2023  = 1.130.157.860.240,59 – 1.088.934.414.744 

= 41.223.445.496,59 

Setelah itu perhitungan ditampilkan dalam bentuk tabel, dapat dilihat 

didalam Tabel 5 dibawah ini: 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis Varians PAD tahun 2017-2023 

Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Varians PAD Keterangan

2017 825.637.751.681,82 718.151.492.310 107.486.259.371,82 Favorable

2018 894.272.962.557,85 821.071.767.742,63 73.201.194.815,22 Favorable

2019 972.049.575.206,45 903.278.920.723,56 68.770.654.482,89 Favorable

2020 788.264.742.472,73 676.743.940.021,93 111.520.802.450,80 Favorable

2021 803.679.358.719,08 740.675.023.451 63.004.335.268,08 Favorable

2022 1.061.064.803.656 1.031.150.840.396 29.913.963.260,00 Favorable

2023 1.130.157.860.240,59 1.088.934.414.744 41.223.445.496,59 Favorable

Rata-rata 70.731.522.163,63 Favorable  
Sumber: Data diolah penulis, 2025 
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Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, dapat dilihat bahwa 

capain varians pendapatan asli daerah kabupaten Sleman periode tahun 

2017 hingga tahun 2023 menunjukkan selisih yang cukup besar terhadap 

target atau anggaran, memiliki rata-rata sebesar Rp70.731.552.163,63. 

Angka ini menunjukkan secara keseluruhan pada periode yang 

bersangkutan realisasi PAD selalu melebihi anggaran PAD yang sudah 

ditentukan.  

Pada tahun 2017, varians PAD tercatat sebesar 

Rp107.486.259.371,82. Realisasi PAD yang jauh melampaui anggaran 

mengindikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun 

pendapatan lebih dari yang dianggarkan. Pada tahun ini wajib pajak yang 

dianggarkan Rp449,6 miliar dapat tercapai sebesar Rp528,4 miliar, lain-lain 

PAD yang sah dianggarkan Rp189,5 miliar tercapai Rp211,8 miliar  

(Nugroho, 2018). 

Tahun 2018 menunjukkan penurunan nilai varians PAD 

dibandingkan tahun 2017 menjadi Rp73.201.194.815,22. Ini dikarenakan 

pada tahun ini beberapa sektor pajak belum optimal. Sektor pajak yang 

belum sesuai dengan target adalah pajak restoran, reklame dan penerangan 

jalan. Pemerintah daerah mengusahakan untuk mengoptimalkan income 

dari sektor pariwisata dengan mengadakan event untuk menarik wisatawan. 

Beberapa event diantaranya mendapat apresiasi besar dari publik seperti 

Festival Merapi (22-23 Desember 2018), Festival of Light (15 Desember 

2018 – 20 Januari 2019), dan Festival Lampion Penjor (20 Desember 2018 

– 7 Januari 2019) (Sobari, 2019). 

Varians pendapatan daerah kembali menurun dengan angka 

Rp68.770.654.482,89 pada tahun 2019. Ketua Komisi B DPRD Sleman 

mengatakan hingga saat ini Sleman belum memiliki kajian potensi PAD, 

sehingga belum bisa menyerap PAD secara maksimal. Sektor pendapatan 

yang belum optimal adalah sektor pajak dan retribusi tempat-tempat hiburan 

dan pariwisata (Anugrah, 2019). Pemerintah kabupaten Sleman 

menargetkan kunjungan wisatawan manca negara maupun wisatawan 

dalam negeri dapat menembus angka 10 juta pengunjung, untuk dapat 
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merealisasikan target tersebut, Dinas Pariwisata makin giat untuk 

mengembangkan desa wisata (Rahmayanti, 2019). 

Tahun 2020 merupakan selisih tertinggi dengan nilai sebesar 

Rp111.520.802.450,80. Menunjukkan realisasi PAD telah melebihi 

anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hal ini kemungkinan terjadi karena, 

tahun 2020 adalah puncak terjadinya pandemi, sehingga dilakukan 

penyesuaian anggaran dengan lebih rendah daripada tahun sebelumnya 

yang berdampak pada hasil varians menjadi lebih tinggi. Pada Perda 

Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, dilaporkan bahwa anggaran tahun 2020 

terjadi penyesuaian, yang awalnya Rp944.481.898.316,49 menjadi 

Rp676.743.940.021,93. Sehingga hasil realisasi PAD dapat melebihi 

anggaran yang ditentukan meskipun tidak sebanyak tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2021, nilai varians turun kembali dengan angka 

Rp63.004.335.268,08. Meskipun pada kenyataannya realisasi PAD tahun 

2021 lebih banyak daripada tahun 2020. Hal ini dikarenakan besaran nilai 

nominal retribusi tahun ini lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020, akibat 

diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

darurat dan PPKM level. Dinas Pariwisata juga berharap pandemi mulai 

melandai sehingga DisPar dan pelaku wisata dapat menyelenggarakan event 

yang tertunda untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata (Umaiyah, 

2021). 

Berikutnya adalah tahun 2022 dimana tahun ini memiliki nilai 

selisih terendah yaitu sebesar Rp29.913.963.260. Meskipun memiliki nilai 

terendah namun realisasinya berhasil melebihi anggaran yang ditentukan,  

dan penerimaan PAD lebih banyak daripada tahun sebelumnya. DPRD 

kabupaten Sleman menyarankan untuk sosialisasi kepada wajib pajak lebih 

digencarkan lagi, petugas pemungut pajak harus sering menyambangi wajib 

pajak, jika perlu dilakukan jemput bola supaya capaian pendapatan 

maksimal (DPRD Kab.Sleman, 2022).    

Terakhir tahun 2023, memiliki nilai varians PAD sebesar 

Rp41.223.445.496,59. Nilai varians tahun ini lebih besar daripada tahun 
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2022, dikarenakan  pemerintah kabupaten Sleman mulai menerapkan 

pembayaran PBB-P2 menggunakan QRIS BPD DIY. Inovasi ini diterapkan 

untuk memudahkan masyarakat melakukan  proses transaksi, selain itu juga 

cepat, dan terjaga keamananya. Mengingat masyarakat yang saat ini lebih 

sering menggunakan QRIS karena lebih praktis (Nurwanto, 2024). 

 

6. Analisis Kontribusi PAD 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 (𝑛)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑛)
 𝑥 100 

 

Rumus perhitungan diatas menggunakan data realisasi pada Tabel 1 dan 

Tabel 2. Maka perhitungan dilakukan sebagai berikut: 

2017  = 
825.637.751.681,82

2.615.515.097.398,98
 x 100 

= 0,315669 x 100 

= 31,56% 

2018  = 
894.272.962.557,85

2.712.794.080.456,21
 x 100  

= 0,329650 x 100 

= 32,96% 

Perhitungan berlanjut hingga tahun terakhir yaitu 2023.  

2023  = 
1.130.157.860.240,59

3.083.612.992324,47
 x 100 

= 0,366504 x 100 

= 36,65% 

Sehingga hasil nilai kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat 

dilihat pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6 . Hasil Perhitungan Analisis Kontribusi PAD tahun 2017-2023 
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Total Realisasi Kontribusi

Pendapatan Daerah (%)

2017 825.637.751.681,82 2.615.515.097.398,98 31,57

2018 894.272.962.557,85 2.712.794.080.456,21 32,97

2019 972.049.575.206,45 2.840.636.285.803,45 34,22

2020 788.264.742.472,73 2.541.050.870.612,73 31,02

2021 803.679.358.719,08 2.793.328.384.634,58 28,77

2022 1.061.064.803.656 3.005.980.155.062,84 35,30

2023 1.130.157.860.240,59 3.083.612.992.324,47 36,65

Rata-rata 32,93

Tahun Realisasi PAD

 
Sumber: Data diolah penulis, 2025 

 

Hasil nilai dari perhitungan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 

diatas, akan disajikan dalam bentuk grafik untuk mengetahui tingkat 

kontribusi setiap tahunnya, dapat dilihat dalam Grafik 3 dibawah ini. 

 

Grafik 3. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 
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Berdasarkan hasil analisis data di atas, yang mengukur tingkat 

kontribusi PAD, dapat diketahui bahwa peranan PAD terhadap total 

pendapatan daerah periode tahun 2017 hingga tahun 2023 memiliki 

kecenderungan bergerak mendatar, memiliki rata-rata rasio kontribusi 

32,93%. Tahun 2017 hingga tahun 2019 meningkat namun turun pada tahun 

2020 hingga tahun 2021, dan mulai meningkat kembali pada tahun 2022. 

Menurut (Marhamah & Harsono, 2025) jika rata-rata kontribusi PAD 

terhadap total pendapatan daerah mencapai lebih dari 25% tergolong sangat 

baik. 
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Pada tahun 2017, kontribusi PAD terhadap total realisasi pendapatan 

daerah berada pada angka 31,57%, menunjukkan bahwa lebih dari pertiga 

pendapatan daerah berasal dari sumber PAD. Nilai ini mencerminkan 

kondisi keuangan daerah cukup baik dan menggambarkan kemampuan 

daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri. 

Tahun 2018 terjadi peningkatan kontribusi PAD sebesar 1,40% 

dibandingkan tahun 2017, memiliki angka sebesar 32,97%. Peningkatan ini 

dapat diartikan sebagai hasil dari penguatan kapasitas pemungutan pajak 

daerah dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah. Ini menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah mulai melakukan perbaikan pengelolaan sumber 

pendapatan lokal. 

Selanjutnya tahun 2019, di mana kontribusi PAD naik menjadi 

34,22%, atau meningkat 1,25% dari tahun 2018. Tahun ini merupakan salah 

satu tahun terbaik dalam kontribusi PAD sebelum pandemi datang. Hal ini 

mengindikasi bahwa sektor-sektor penyumbang PAD seperti pariwisata, 

hotel, restoran dan jasa lainnya berjalan dengan baik dan optimal.  

Tahun 2020 merupakan awal penurunan kontribusi PAD terhadap 

total pendapatan daerah sebesar 3,2% dengan rasio sebesar 31,02%. Tahun 

ini memang terjadi penurunan realisasi PAD dan total pendapatan daerah. 

Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp972.049575.206,45 turun menjadi 

Rp788.264.742.427,73 pada tahun 2020, dan total pendapatan daerah tahun 

2019 sebesar Rp2.840.636.285.803,45 turun menjadi 

Rp2.541.050870.612,73 pada tahun 2020. Pada tahun ini merupakan 

puncak terjadinya pandemi Covid-19, dimana semua aktivitas masyarakat 

dibatasi yang menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, sehingga 

mempengaruhi terjadinya penurunan PAD pada Kabupaten Sleman.  

Selanjutnya tahun 2021, tahun ini mengalami penurunan kembali  

sebesar 2,25% dengan rasio 28,77%. Meskipun rasionya mengalami 

penurunan, sebenarnya realisasi PAD dan total pendapatan daerah pada 

tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2020. Realisasi PAD tahun 2021 

sebesar Rp803.679.358.729,08 dan pendapatan daerah sebesar 

Rp2.793.328.384.634,68. Tahun ini merupakan tahun terendah selama 
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periode 2017 hingga 2023. Ketidakstabilan ekonomi dan pembatasan sosial 

masih berlangsung diberbagai daerah, yang membuat PAD belum pulih 

secara maksimal. 

Berikutnya tahun 2022 realisasi PAD meningkat sejalan dengan 

total pendapatan daerah yang meningkat pula, dengan rasio sebesar 35,30%. 

Memiliki Realisasi PAD sebesar Rp1.061.064.803.656 dan realisasi 

pendapatan daerah sebesar Rp3.005.980.155.062,84. Tahun ini adalah awal 

mula mulai meningkatnya kembali kontribusi PAD terhadap pendapatan 

daerah. Ini menandakan pemulihan ekonomi lokal mulai terjadi, seiring 

dengan pelonggaran kebijakan PPKM, sehingga aktivitas pariwisata dan 

sektor jasa kembali meningkat. Pemulihan ini sejalan dengan tren nasional 

yang menunjukkan rebound ekonomi pasca pandemi (BAPPENAS, 2022). 

Terakhir adalah tahun 2023, kontribusi PAD meningkat menjadi 

36,65%, nilai ini merupakan nilai tertinggi dalam periode 2017 hingga 2023. 

Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong 

kemandirian fiskal serta keberlanjutan pemulihan ekonomi lokal. 

Berdasarkan Permendagri No 77 tahun 2020, kenaikan ini menunjukkan 

bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat mulai berkurang.  

 

Rangkuman: 

No Rasio Rangkuman 

1 Efektifitas 

PAD 

Kriteria sangat efektif, dengan kecenderungan 

menurun. 

2 Pertumbuhan 

PAD 

Kriteria positif, dengan kecenderungan 

pertumbuhan mendatar. 

3 Varians PAD Setiap tahunnya dapat melebihi anggaran yang 

ditentukan dengan rata-rata 

Rp70.731.522.163,63. 

4 Kontribusi 

PAD 

Rata-rata kontribusi 32,93%, dengan 

kecenderungan begerak mendatar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penelitian ini secara sistematis menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dalam mengukur kinerja keuangan Kabupaten Sleman periode 2017 hingga 2023 

melalui pendekatan rasio keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis efektivitas, 

pertumbuhan, varians, dan kontribusi PAD, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis Efektivitas PAD 

Efektivitas PAD Kabupaten Sleman selama periode tahun 2017 hingga 

tahun 2023 tergolong sangat efektif, karena realisasi PAD selalu 

melebihi 100%. Namun, PAD mulai menurun dari tahun ke tahun, yang 

menunjukkan strategi pengelolaan dan perencanaan PAD harus 

diperbaiki agar tetap optimal dalam jangka panjang. 

2. Pertumbuhan PAD 

Pertumbuhan PAD  pada menunjukkan kecenderungan bergerak 

mendatar. Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD masih dianggap 

positif meskipun belum stabil secara konsisten. Tahun 2020 mengalami 

pertumbuhan negatif akibat pandemi Covid-19, sedangkan tahun 2022 

menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 32,03%. 

3. Varians PAD 

Selama periode penelitian, PAD selalu melebihi anggaran dengan 

perbedaan positif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

perencanaan yang cenderung konservatif, meskipun tantangan seperti 

pandemi tetap memberikan dampak terhadap selisih anggaran. 

4. Kontribusi PAD  

Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 

32,93%, yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang baik. 

Tetapi grafik kontribusi menunjukkan tren bergerak mendatar, dengan 

penurunan saat pandemi dan peningkatan kembali setelah pemulihan 

ekonomi tahun 2022 dan 2023. 
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